BUPATI MUSI BANYUASIN

PERATURAN DAERAH

KABUPATEN MUSI BANYUASIN
NOMOR 3 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MUSI BANYUASIN

Menimbang : a.
b.
&

Mengingat : 1.

bahwa memenuhi ketentuan Pasal 314 ayat (6)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (DPRD) bersama Bupati Musi Banyuasin
telah menyempurnakan Rancangan Peraturan
Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2015 sesuai
dengan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan
Nomor : 844 /KPTS/BPKAD/2015 tanggal
30 November 2015 tentang- Hasil Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi
Banyuasin tentang APBD Tahun Anggaran 2015
dan Rancangan Peraturan Bupati Musi Banyuasin
tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2015;

bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, dilakukan agar Peraturan Daerah
tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015
tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan
peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
ditetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan
APBD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran
2018,

Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945
Negara Republik Indonesia Pemerintah Daerah dan
Peraturan-peraturan Lain untuk Melaksanakan
Otonomi dan Tugas Pembantuan;




Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 ten B
Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di
Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182 1);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang
Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3569);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas
dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 7 S,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang
Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi
sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3952)

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara: Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9286);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4301);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);




10.

11.

12.

13.

14.

15

16.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem  Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
130, Tambahan lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5495);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah Menjadi Undang- Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5657)

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000
tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 109);
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18.

19.

20.

21.

22.

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001
tentang Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4090);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004
tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan
Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4416) sebagaiamana telah diubah beberapa
kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor
21 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004
tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 48 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005
tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4574);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005
tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005
tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun
2005 tentang SIKD (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);



23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005
tentang Hibah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
teritang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005
tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005
tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
165, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4539); '

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006
tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun
2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4855);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
tentang pembagian urusan Pemerintah antar
Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan
Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008
tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan
Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4829);

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008
tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4864);
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31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009
tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor. 18, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4972);

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010
tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD
tentang Tata Tertib DPRD (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5104);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010
tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan
Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010
tentang Standar  Akuntansi Pemerintahan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011
tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5219);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 67
Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah
Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan
Infrastruktur;

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang
Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden
Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir, dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Kedua atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah;



39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun
2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan
Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun
2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan
Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah;

40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun
2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2015;

41. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin
Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah;

42. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin
Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah
yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten
Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Tahun 2008
Nomor 33);

43. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin
Nomor 27 Tahun 2012 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)
Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2012-2017;

44. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin
Nomor 1 Tahun 2015 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2015

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
dan
BUPATI MUSI BANYUASIN

MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015



Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 semula
berjumlah Rp. 2.632.637.256.248,06 bertambah sejumlah
Rp. 13.840.743.751,94 sehingga menjadi Rp. 2.646.478.000.000,00 dengan

perincian sebagai berikut :

(1) Pendapatan
a. Semula Rp 2.504.181.028.639,91
b. Berkurang Rp. 2.012.112.680,94
Jumlah pendapatan setelah perubahan Rp. 2.506.193.141.320,85

(2) Belanja Daerah

a. Semula Rp.2.587.637.256.248,06

b. Bertambah Rp. 13.840.743.751,94
Jumlah Belanja Daerah setelah perubahan Rp. 2.601.478.000.000,00
(Defisit) setelah Perubahan (Rp. 11.828.631.071,00)

(3) Pembiayaan
a. Penerimaan
1. Semula Rp. 128.456.227.608,15
2. Bertambah Rp 11.828.631.071,00 :
~“Jumlah Penerimaan setelah perubahan Rp. 140.284.858.679,15

b. Pengeluaran
1. Semula Rp. 45.000.000.000,00

2. Bertambah Rp 0,00
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan Rp. 45.000.000.000,00

Jumlah Pembiayaan Netto setelah

perubahan Rp. 11.828.631.071,00

Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah

Perubahan Rp. 0,00
Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :
a. Pendapatan Asli Daerah

1. Semula Rp 209.786.860.532,91

2. Bertambah Rp. 4.534.621,94

Jumlah pendapatan asli daerah setelah

perubahan Rp. 209.791.395.154,85
b. Dana Perimbangan

1. Semula Rp. 2.159.340.370.507,00

2. Bertambah Rp. 7.578.059,00

Jumlah dana perimbangan setelah Rp. 2.159.347.948.566,00

perubahan

¢. Lain - lain pendapatan daerah yang sah

1.  Semula Rp. 135.053.797.600,00

2. Bertambah Rp. 2.000.000.000,00

Jumlah lain-lain pendapatan daerah

yang sah setelah perubahan Rp. 137.058.797.600,00




Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
terdiri dari jenis pendapatan :

a.

Pajak Daerah

1. Semula Rp. 64.500.000.000,00

2. Bertambah Rp. 0,00

Jumlah pajak daerah setelah perubahan Rp. 64.500.000.000,00

Retribusi Daerah

1. Semula Rp. 9.804.788.500,00

2. Berkurang Rp. (1.300.040.260,00)

Jumlah retribusi daerah setelah perubahan Rp. 8.504.748.240,00

Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

1.  Semula Rp. 12.175.000.000,00

2. Bertambah Rp. 3.147.901.587,89

Jumlah Hasil Pengelolaan kekayaan

daerah yang dipisahkan setelah Rp. 15.322.901.587,89
perubahan

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
1. Semula Rp 123.307.072.032,91
2. Berkurang Rp. (1.843.326.705,95)

Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli -
Daerah yang sah setelah perubahan Rp. 121.463.745.326,96

Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri
dari jenis pendapatan :

a.

Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak

1.  Semula Rp.  1.963.504.019.507,00

2. Bertambah Rp. 7.578.059,00

Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak /Bagi

Hasil Bukan Pajak setelah perubahan Rp. ..1.963.51 1.597.566,00

Dana Alokasi Umum

1. Semula Rp. 131.033.381.000,00

2. Bertambah Rp. 0,00

Jumlah dana alokasi umum setelah

perubahan Rp. 131.033.381.000,00
Dana Alokasi Khusus

1. Semula Rp. 1.977.700.000,00

2. Bertambah Rp. 0,00
Jumlah dana alokasi khusus setelah
perubahan Rp. 1.977.700.000,00
Dana Alokasi Dana Desa

1. Semula Rp. 62'.825.270.000,00
2. Bertambah Rp. 0,00

Jumlah dana alokasi Dana Desa

setelah perubahan Rp. 62.825.270.000,00



(4) Lain -lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a.

Dana bagi hasil Pajak dari Provinsi dan
Pemerintah Daerah Lainnya

1. Semula Rp. 20.130.439.600,00
2. Bertambah Rp. 0,00
Jumlah Dana bagi hasil Pajak dari

Provinsi dan Pemerintah Daerah

Lainnya setelah perubahan Rp. 20.130.439.600,00
Dana Tambahan bagi guru PNSD

1. Semula Rp. 114.515.358.000,00

2. Bertambah Rp. 0,00

Dana Tambahan Penghasilan bagi

Guru PNS Daerah setelah perubahan Rp. 114.515.358.000,00
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya

1. Semula Rp. 408.000.000,00

2. Bertambah Rp. 0,00

Jumlah Bantuan Keuangan dari
Provinsi atau Pemerintah Daerah

lainnya setelah perubahan Rp. 408.000.000,00

Dana Hibah Air Minum

1. Semula Rp. 0,00

2. Bertambah Rp. 2.000.000.000,00

Jumlah Dana Hibah Air Minum ‘

setelah perubahan Rp. 2.000.000.000,00
Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :

a.

Belanja Tidak Langsung

1. Semula Rp. 1.175.397.440.832,73

2. Bertambah Rp. 8.454.752.215,94

Jumlah Belanja Tidak Langsung

setelah perubahan ’ Rp. 1.183.852.193.048,67

Belanja Langsung

1. Semula Rp. 1.412.239.815.415,33

2. Bertambah Rp. 5.385.991.536,00

Jumlah belanja langsung setelah

perubahan Rp. 1.417.625.806.951,33

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
terdiri dari jenis belanja :

a.

Belanja pegawai

1. Semula Rp. 892.632.714.243,73

2. Bertambah Rp. 5.265.898.611,00

Jumlah belanja pegawai setelah

perubahan Rp. 897.898.612.854,73
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b. Belanja Subsidi

1. Semula Rp. 19.863.300.442,00

2. Bertambah Rp. 2.736.699.558,00

Jumlah belanja Subsidi setelah

perubahan Rp. 22.600.000.000,00
c. Belanja Hibah

1. Semula Rp. 17.821.100.000,00

2. Bertambah Rp. 885.000.000,00

Jumlah belanja Hibah setelah

perubahan Rp. 18.706.100.000,00
d. Belanja Bantuan Sosial

1. Semula Rp. 6.007.000.000,00

2. Bertambah Rp. 0,00

Jumlah belanja Bantuan Sosial

setelah perubahan Rp. 6.007.000.000,00

e. Belanja Bantuan Keuangan kepada
Prop/Kab/Kota dan Pemerintahan Desa
1. Semula Rp. 237.450.574.147,00
2. Bertambah Rp. : 0,00
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan
kepada Prop/Kab/Kota dan

Pemerintahan Desa Rp. 237.450.574.147,00
f.  Belanja Tidak Terduga

1. Semula Rp. 1.622.752.000,00

2. Berkurang Rp. (432.845.953,06)

Jumlah belanja tidak terduga setelah

perubahan Rp. 1.189.906.046,94

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri
dari jenis belanja :
a. Belanja pegawai

1. Semula Rp. 63.467.215.000,00

2. Bertambah Rp. 679.266.000,00

Jumlah belanja pegawai setelah

perubahan Rp. 64.146.481.000,00
b. Belanja Barang dan Jasa

1. Semula Rp. 707.773.953.834,33

2. Bertambah Rp. 6.814.419.536,00

Jumlah belanja barang dan jasa

setelah perubahan Rp. 714.988.373.370,33
c. Belanja Modal

1. Semula Rp. 640.998.646.581,00

2. Berkurang Rp. (2.107.694.000,00)

Jumlah belanja modal setelah
perubahan Rp. 638.890.952.581,00
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(2)

(3)

Pasal 4

Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :
a. Penerimaan

1. Semula Rp. 128.456.227.608,15

2. Bertambah Rp 11.828.631.071.00
Jumlah Penerimaan setelah Rp. 140.284.858.679,15
Perubahan

b. Pengeluaran

1. Semula Rp. 45.000.000.000,00

2. Bertambah Rp 0,00

Jumlah Pengeluaran setelah Rp. 45.000.000.000,00
Perubahan

Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari

jenis pembiayaan :

a. Sisa lebih perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SilPA)

1. Semula Rp. 79.756.662.705,15

2. Bertambah Rp. 0,00

Jumlah SilPA Tahun Anggaran :

sebelumnya setelah perubahan Rp. 79.756.662.705,15
b. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman

1. Semula Rp. '1.251.000,00

2. Bertambah Rp. 0,00

Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian

Pinjaman setalah perubahan Rp. 1.251.000,00

c. Penerimaan Piutang Daerah

1. Semula Rp. 48.698.313.903,00
2. Bertambah Rp. 11.828.631.071,00

Jumlah Penerimaan Piutang
Daerah Tahun Anggaran
sebelumnya setelah perubahan Rp. 60.526.944.974,00

Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri
dari jenis pembiayaan :
a. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sejumlah

1. Semula Rp. 45.000.000.000,00

2. Bertambah Rp. 0,00

Jumlah Penyertaan modal

(investasi) pemerintah daerah
setelah perubahan Rp. 45.000.000.000,00
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Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

sebagaimana dimaksud dalam Pa

sal 1, tercantum dalam Lampiran yang

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri
dari :

1.

s

Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD

Lampiran 1I Ringkasan Perubahan APBD Menurut Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Organisasi
Ringkasan Perubahan APBD Menurut Organisasi Dan
Urusan Pemerintahan Daerah

Lampiran III Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja
Dan Pembiayaan

Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program Dan
Kegiatan

Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk
Keselarasan Dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan
Daerah Dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan
Keuangan Negara

Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan Dan
Per Jabatan

Lampiran VII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya

yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali
dalam tahun anggaran ini

Lampiran VIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah

Pasal 6

Dalam keadaan darurat, Pemerintah Daerah dapat melakukan
pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan pengeluaran tersebut
disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran. .

Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk belanja
untuk keperluan mendesak.

Pasal 7

Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) sekurang-
kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut :
a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Daerah

dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang;

c. Berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah;

13



d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka

pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.

(2) Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada
pasal 6 ayat (2) mencakup :
a. Progam dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya
belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
b. Keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan
kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat.

Pasal 8

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan
APBD.

Pasal 9
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Sekayu

pada tanggal 2 Desember 2015

BUPATI MUSI BANYUASIN,

/

H. PAHRI AZHARI

Diundangkan di Sekayu
pada tanggal 2 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,

~
\

H. SOHAN MAJID
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2015 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN, PROVINSI
SUMATERA SELATAN : (2/MUBA/2015)
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